
BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR: TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

O  Menimbang

Mengingat

O

| BUPATI KARANGANYAR,
' - .

:T : -
a. bahwa dengan adanya penyesuaian pelaksana kegiatan maka 

perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010

i tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011, perlu diubah kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
|Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
jTengah;

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah' diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
j  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
j Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

j Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
! Nomor 3851);

4J Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);
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BUPATI KARANGANYAR 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR I .. '·... . .. , .... · .,, .. 

NOMOR: 36. TAHUN 2011 

TENTANG 
} 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 
i 
I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
I .  
I BUPATI KARANGANYAR, 
i l ·. . 

a. bahwa dengan adanya penyesuaian pelaksana kegiatan maka 
perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Karanganyar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
I • • . , 

atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 
' tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011, perlu diubah kembali; 
I .J 'e 

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

' 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

./Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah' diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

· {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
! . . . 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
[ Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
: Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
. Nomor 3851); 

···. 4.! Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
j Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
' Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5! Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

I 

Mengingat 

Menimbang 



6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

j

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Penmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tmbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 50490;
• ' j

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peiaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintahan 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pereaturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5113);

13. Peratuaran Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinaan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

• 

• 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

' 
i 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

I 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

i 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Penmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

I 

i 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

! 
i 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tmbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 50490; 

I 
I 
I 

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintahan 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pereaturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5113); 

13. Peratuaran Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinaan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Hukum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 
Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang 
Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);

, |

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577);

!

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577);

ii
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

i , - '

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

I
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614);

]
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pegesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang dan Jasa;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Hukum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan . 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

I 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 
Noror 4503); 

I 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang 

Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

i 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
I 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

! 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

I . . 
I 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

I 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

I 

\ 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

I 
I 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

i 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

I 
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pegesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan; 
I 

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
I • 

Pengadaan Barang dan Jasa; 

I 
I 
i 

I 



26. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2010 Nomor 65), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tatiun Anggaran 2011 (Bertita Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2011 Nomor 7);

1 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 65 
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, 
pada Lampiran II diubah sebagaimana tersebut pada lampiran 
peraturan ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar.

• 

Menetapkan 

i 
I 

" 
26. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2010 Nomor 65), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011 (Bertita Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2011 Nomor 7); 

i 
• MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI K.ARANGANYAR NOMOR 65 
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal I 
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, 
pada Lampiran II diubah sebagaimana tersebut pada lampiran 
peraturan ini. 

i 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pe raturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 

I 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tang 
BUPATI 

RATNANINGSIH, M.HUM. 

Diundangkan di Karanganyar 
pada at....Ji..2.0/ 
SE T SDAERAHKABUPATENKARANGANYAR 

/ 
KASTONG, DS. / 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2010 NOMOR 3% 
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I 
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/ 

/ 
/ 



1

LAMPIRAN j

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR : T^lA M n 20U
TANGGAL : g  20U

ORGANISASI: DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No. Rekening Uraian Jumlah (Rp) Keterangan
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.18 Belanja Bantuan Kegiatan Daerah Rp. 200.000.000,00 Belanja Bantuan Kegiatan Daerah

(Bagian Perlengkapan dan Keuangan)
1 tahun x Rp. 200.000.000,00 = Rp. 200.000.000,00

LAMPIRAN 
PERATURANBUPATIKARANGANYAR 
NOMOR : 3% Taluv 2oW 
TANGGAL: 9 Jul 20l 

ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , 

No. Rekening Uraian Jumlah (Rp) Keterangan 
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.18 Belanja Bantuan Kegiatan Daerah Rp. 200.000.000,00 Belanja Bantuan Kegiatan Daerah 

. ------·-- . .. . --------------· 
(Bagi~n Perlengkapan dan Keuangan) ·---- 

1 tahun x Rp. 200.000.000,00 = Rp. 200.000.000,00 

BUPATI 

Dr. Hj. RINA IRIANI 


